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ABSTRACT

Voter participation is a key indicator of democratic quality; however, voter
turnout in the 2024 Semarang Mayoral Election did not meet the target set by the
Semarang City General Election Commission (KPU). This study aims to analyze
the effectiveness of the KPU'’s voter socialization program in increasing voter
participation and to identify the factors influencing its effectiveness. The study
employed a qualitative method with a phenomenological approach. Data were
collected through interviews, observations, documentation, and literature review,
and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing, with
validation through triangulation and member checking. The findings indicate that
the planned, multi-channel, collaborative, and inclusive socialization program
improved voters’ knowledge, awareness, and participation. Voter turnout
increased from 68.62% in 2020 to 71.41% in 2024, although it remained below
the 77% target. The study concludes that the KPU'’s socialization program was
reasonably effective but should be strengthened through more adaptive, data-
driven, sustainable, and targeted strategies focusing on groups and areas with low

voter participation.

ABSTRAK

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting kualitas demokrasi, namun
tingkat partisipasi pada Pilkada Kota Semarang Tahun 2024 masih belum
mencapai target KPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program
sosialisasi KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka,
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kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan dengan validasi triangulasi dan member checking. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan secara terencana,
multisaluran, kolaboratif, dan inklusif mampu meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, serta partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi meningkat dari 68,62%
pada tahun 2020 menjadi 71,41% pada tahun 2024, meskipun belum mencapai
target 77%. Penelitian menyimpulkan bahwa program sosialisasi KPU cukup
efektif, tetapi perlu diperkuat melalui strategi yang lebih adaptif, berbasis data,
berkelanjutan, dan berfokus pada kelompok serta wilayah dengan partisipasi

rendah.

1. Pendahuluan

Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan salah
satu agenda demokrasi terbesar di Indonesia yang
melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.
Salah satu
penyelenggaraannya adalah tingkat partisipasi
pemilih. Meskipun tingkat partisipasi pemilih di Kota
Semarang mengalami peningkatan dibandingkan
Pilkada 2020, angka partisipasi sebesar 71,41%
masih berada di bawah target KPU Kota Semarang
sebesar 77%. Kondisi ini menunjukkan bahwa
peningkatan partisipasi pemilih masih menjadi
tantangan yang memerlukan evaluasi terhadap
efektivitas program sosialisasi yang dilakukan oleh
KPU Kota Semarang.

Partisipasi politik menjadi salah satu indikator
penting dalam menilai kualitas demokrasi. Partisipasi
menunjukkan tingkat keterlibatan warga negara
dalam proses politik dan pengambilan keputusan
publik. Partisipasi yang tinggi dapat memperkuat
legitimasi pemerintahan dan kepercayaan masyarakat
terhadap institusi demokrasi. Sebaliknya, rendahnya
partisipasi dapat mencerminkan apatisme politik,
lemahnya kepercayaan terhadap lembaga negara, dan

indikator keberhasilan

menurunnya representasi  kepentingan  warga.
Partisipasi politik tidak hanya berbentuk penggunaan
hak pilih, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan
keterikatan warga terhadap sistem politik (Putnam,
2000;).

Pentingnya partisipasi masyarakat terlihat dalam
pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pemilihan
tersebut diselenggarakan secara simultan di 37
provinsi dan 508 kabupaten/kota. Skala pelaksanaan

yang luas menjadikan Pilkada Serentak sebagai
sarana untuk menguji kemampuan negara dalam
menjaga kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.
Keberhasilan Pilkada tidak hanya dinilai berdasarkan
kelancaran teknis penyelenggaraan, tetapi juga
berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan
penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
Oleh karena itu, efektivitas sosialisasi pemilihan
menjadi faktor penting dalam meningkatkan
keterlibatan politik masyarakat (KPU RI, 2021;
Norris, 2011).

Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah
strategis dalam pelaksanaan Pilkada Serentak karena
terdiri atas 35 kabupaten/kota dengan jumlah pemilih
yang besar. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada
Jawa Tengah meningkat dari sekitar 68,54 persen
pada 2015 menjadi 74,34 persen pada 2020.
Meskipun mengalami peningkatan, lebih dari
seperempat pemilih masih belum menggunakan hak
pilihnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
peningkatan partisipasi politik tetap menjadi
tantangan penting dalam pelaksanaan demokrasi di
tingkat regional.

Permasalahan tersebut dapat diamati secara lebih
khusus di Kota Semarang. Sebagai ibu kota Provinsi
Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki masyarakat
yang heterogen, mobilitas sosial tinggi, serta pola
konsumsi informasi politik yang semakin
dipengaruhi media digital. Pada Pilkada Kota
Semarang Tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih
mencapai 68,62 persen. Sebanyak 805.524 pemilih
menggunakan hak pilih dari total 1.174.068 pemilih
yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Angka
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tersebut meningkat dibandingkan Pilkada Tahun
2015 yang mencatat partisipasi sekitar 65,48 persen.
Namun, masih terdapat sekitar 31,38 persen pemilih
yang tidak menggunakan hak pilihnya. Data ini
menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi belum
sepenuhnya mengatasi persoalan ketidakhadiran
pemilih.

Penelitian ini memiliki kebaruan karena
mengevaluasi efektivitas program sosialisasi KPU
tidak hanya berdasarkan capaian partisipasi pemilih,
tetapi juga berdasarkan pengalaman informan
mengenai perubahan pengetahuan, kesadaran, dan
perilaku memilih melalui pendekatan fenomenologi.

Karakteristik masyarakat perkotaan menciptakan
tantangan tersendiri dalam peningkatan partisipasi
politik. Pemilih perkotaan umumnya memiliki akses
informasi yang luas dan sikap yang lebih kritis
terhadap institusi serta elite politik. Namun, mereka
juga berpotensi mengalami kejenuhan politik,
individualisme, ketidakpercayaan, dan apatisme
terhadap proses pemilihan (Dalton, 2004).
Fragmentasi media dan besarnya arus informasi juga
dapat mengurangi perhatian masyarakat terhadap
pesan  politik  yang  disampaikan  lembaga
penyelenggara pemilihan (Bennett & Iyengar, 2008).
Pada saat yang sama, tingginya akses terhadap media
digital dapat menjadi peluang untuk mengembangkan
strategi sosialisasi yang lebih inovatif, adaptif, dan
sesuai dengan pola komunikasi masyarakat urban
(Chadwick, 2013).

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Komisi
Pemilihan Umum memiliki peran strategis dalam
membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi
pemilih. KPU tidak hanya menjalankan fungsi teknis
penyelenggaraan pemilihan, tetapi juga
melaksanakan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi
politik antara negara dan warga. Sosialisasi bertujuan
meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap
politik, menjelaskan prosedur pemilihan, dan
mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya.
Pesan sosialisasi juga dapat memperkuat legitimasi
demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap
proses elektoral (McNair, 2017).
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Efektivitas sosialisasi tidak cukup diukur
berdasarkan jumlah kegiatan atau banyaknya materi
yang disebarkan.  Efektivitas perlu  dilihat
berdasarkan perubahan pengetahuan, kesadaran,
kemauan, dan perilaku memilih masyarakat.
Penilaiannya dapat mencakup intensitas kegiatan,
luas jangkauan kelompok sasaran, keberagaman
media, kejelasan materi, ketepatan informasi,
kesesuaian metode, dan kemampuan KPU
menjangkau berbagai kelompok pemilih. Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi politik
dapat memengaruhi kesadaran dan partisipasi
pemilih pemula. Penggunaan materi, media, dan pola
penyampaian yang sesuai juga dapat mendorong
keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala
daerah (Ginting et al., 2022; Herman et al., 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya
mengevaluasi efektivitas sosialisasi berdasarkan
jumlah kegiatan, jumlah peserta, atau tingkat
partisipasi pemilih. Namun, penelitian tersebut masih
terbatas dalam menjelaskan bagaimana program
sosialisasi memengaruhi perubahan pengetahuan,
kesadaran, dan perilaku memilih masyarakat
berdasarkan pengalaman para pemilih. Selain itu,
kajian mengenai efektivitas program sosialisasi KPU
Kota Semarang pada Pilkada Tahun 2024 dengan
pendekatan fenomenologi masih sangat terbatas.
Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi
kekosongan tersebut.

Strategi  sosialisasi KPU Kota Semarang
mengalami perkembangan dari periode 2015-2020
menuju periode 2020-2025. Pada periode awal,
sosialisasi masih dilakukan secara umum melalui
pertemuan tatap muka, kegiatan di ruang publik, kerja
sama dengan sekolah dan organisasi masyarakat,
serta pemanfaatan media cetak, elektronik, dan media
sosial. Pada Pilkada 2020, KPU juga menyesuaikan
materi  sosialisasi dengan kondisi pandemi,
khususnya mengenai prosedur pemungutan suara
yang aman. Strategi tersebut berjalan bersamaan
dengan peningkatan partisipasi dari 65,48 persen
pada 2015 menjadi 68,62 persen pada 2020. Namun,
peningkatan tersebut belum dapat digunakan sebagai
satu-satunya indikator keberhasilan karena strategi
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yang diterapkan belum sepenuhnya diarahkan kepada
kelompok dan wilayah dengan tingkat partisipasi
rendah.

Pada periode 2020-2025, strategi sosialisasi
mulai berkembang menjadi lebih terarah dan berbasis
evaluasi. KPU Kota Semarang meningkatkan
sosialisasi di wilayah dengan tingkat partisipasi
rendah, memperkuat peran Panitia Pemilihan
Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, serta
memperluas kerja sama dengan perguruan tinggi,
komunitas, organisasi masyarakat, dan kelompok
pemilih. Perhatian khusus juga diberikan kepada
pemilih pemula dan penyandang disabilitas.
Perubahan strategi tersebut diikuti peningkatan
partisipasi pemilih pada Pilwakot Semarang Tahun
2024 menjadi sekitar 71,25 persen. Meskipun
demikian, kontribusi langsung sosialisasi terhadap
keputusan masyarakat untuk menggunakan hak pilih
masih perlu dianalisis secara empiris.

Berdasarkan wuraian tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi
KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi
pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Semarang Tahun 2024 serta mengidentifikasi
faktor-faktor =~ yang memengaruhi  efektivitas
pelaksanaan sosialisasi tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
lapangan dengan pendekatan fenomenologi untuk
memahami efektivitas sosialisasi KPU Kota
Semarang dalam meningkatkan partisipasi pemilih
pada Pilwalkot Semarang Tahun 2024 (Creswell &
Poth, 2018). Data primer diperoleh melalui
wawancara dengan pihak KPU dan masyarakat
pemilih, sedangkan data sekunder berasal dari
laporan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi, kemudian diuji melalui triangulasi
sumber, triangulasi metode, dan member checking
(Moleong, 2022). Analisis data dilakukan melalui
pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan
kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2022).

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Peran Sosialisasi yang Dilakukan oleh KPU
Kota Semarang dalam  Meningkatkan
Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024

Sosialisasi KPU Kota Semarang pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Semarang Tahun 2024 dilaksanakan secara
terencana, berjenjang, kolaboratif, segmentatif,
dan inklusif dengan melibatkan KPU, sekretariat,
PPK, PPS, serta Dberbagai pemangku
kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga
pendidikan, organisasi keagamaan, organisasi
masyarakat, media, tokoh  masyarakat,
komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat.
Program sosialisasi disusun berdasarkan tahapan
Pilkada, data pemilih, tingkat partisipasi pemilu
sebelumnya, dan karakteristik masyarakat.
Materi yang disampaikan meliputi tahapan
pemilihan, daftar pemilih, pasangan calon, lokasi
TPS, tata cara pencoblosan, ketentuan suara sah,
penolakan politik uang, dan pencegahan hoaks.
Penyampaian informasi dilakukan melalui
ceramah, diskusi, simulasi, pendidikan pemilih,
pertemuan masyarakat, serta media cetak,
elektronik, luar ruang, dan digital, termasuk
website, media sosial, WhatsApp, infografis,
siaran langsung, dan Podcast Lumpia.

Strategi  sosialisasi disesuaikan dengan
karakteristik kelompok sasaran. Pemilih pemula
dijangkau melalui program KPU Goes to School,
KPU Goes to Pesantren, dan KPU Goes to
Campus; pemilih perempuan melalui PKK,
Fatayat NU, Aisyiyah, pengajian, dan pertemuan
warga; kelompok pekerja melalui lingkungan
kerja dan media digital; lanjut usia melalui
penyuluhan  langsung; serta penyandang
disabilitas melalui kerja sama dengan Pertuni
Kota Semarang dan Komunitas Sahabat Mata.
Pendekatan segmentatif tersebut meningkatkan
akses  informasi, = pemahaman  prosedur
pemungutan suara, dan kesadaran pentingnya
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menggunakan hak pilih, sehingga berkontribusi
dalam mengurangi potensi suara tidak sah.

Pada Pilwakot Semarang Tahun 2024,
sebanyak 903.477 dari 1.265.192 pemilih
menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat
partisipasi mencapai 71,41%, terdiri atas 420.087
pemilih  laki-laki dan 483.390 pemilih
perempuan. Dari 4.453 pemilih penyandang
disabilitas yang terdaftar, sebanyak 1.790 orang
menggunakan hak pilih. Capaian tersebut
meningkat sebesar 2,79 poin persentase
dibandingkan Pilwakot Tahun 2020 (68,62%),
meskipun masih berada di bawah target KPU
Kota Semarang yang ditetapkan di atas 77%.

Secara keseluruhan, sosialisasi KPU Kota

Semarang berkontribusi terhadap peningkatan
pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi pemilih.
Namun, tingkat partisipasi tidak hanya
dipengaruhi oleh sosialisasi, melainkan juga oleh
tingkat kompetisi pasangan calon, akses menuju
TPS, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan
informasi, dan pengalaman politik pemilih. Oleh
karena itu, strategi sosialisasi perlu terus
diperkuat, terutama pada wilayah dengan
partisipasi rendah, kelompok marginal, dan
penyandang disabilitas.
. Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat
Efektivitas Sosialisasi KPU Kota Semarang
dalam Mendorong Partisipasi Pemilih pada
Pilkada 2024

Efektivitas sosialisasi KPU Kota Semarang
pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Semarang Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi
penggunaan media komunikasi yang beragam,
dukungan anggaran, ketersediaan sumber daya
manusia, kualitas materi, kompetensi petugas,
koordinasi kelembagaan, dan kerja sama dengan
berbagai pihak. Sementara itu, faktor eksternal
mencakup karakteristik pemilih, mobilitas
masyarakat, akses informasi, kesibukan kerja,
sikap apatis, motivasi politik, kepercayaan
terhadap proses pemilihan, hambatan
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administratif, akses menuju TPS, serta
pemahaman tata cara pencoblosan.

KPU memanfaatkan kombinasi media tatap
muka, media cetak, elektronik, media luar ruang,
dan media digital untuk menjangkau berbagai
segmen pemilih. Pendekatan ini memperluas
jangkauan informasi, meskipun efektivitasnya
tetap bergantung pada ketepatan sasaran,
kejelasan materi, serta kemampuan petugas
dalam menyampaikan pesan kepemiluan.
Pelaksanaan sosialisasi didukung oleh KPU,
sekretariat, PPK, dan PPS melalui koordinasi
berjenjang, serta kerja sama dengan pemerintah
daerah, lembaga pendidikan, organisasi
masyarakat, tokoh agama, media, dan komunitas
penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan
waktu, jumlah petugas, dan padatnya tahapan
Pilkada menyebabkan intensitas sosialisasi
belum merata.

Karakteristik ~ pemilih  yang  beragam
menuntut strategi komunikasi yang berbeda.
Pemilih muda lebih responsif terhadap media
digital, sedangkan lanjut usia dan penyandang
disabilitas membutuhkan pendekatan langsung
dan media yang lebih aksesibel. Selain itu,
mobilitas  masyarakat, kesibukan  kerja,
rendahnya motivasi politik, dan sikap apatis
masih menjadi kendala yang menghambat
partisipasi meskipun informasi telah tersedia.
Hambatan administratif, seperti status dalam
daftar pemilih, perubahan domisili, dan akses
menuju TPS, juga memengaruhi penggunaan hak
pilih, terutama bagi kelompok rentan.

Sosialisasi melalui simulasi pencoblosan,
infografis, video tutorial, dan contoh surat suara
membantu meningkatkan pemahaman pemilih
serta mengurangi potensi suara tidak sah. Meski
demikian, kesalahan pencoblosan masih terjadi
akibat kurangnya pemahaman teknis maupun
faktor sikap politik sebagian pemilih.

Evaluasi menunjukkan bahwa partisipasi
pemilih pada Pilwakot Semarang Tahun 2024
mencapai 71,41%, meningkat sebesar 2,79 poin
persentase dibandingkan tahun 2020 (68,62%).
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Peningkatan tersebut menunjukkan kontribusi
positif sosialisasi dalam mendorong partisipasi
masyarakat, namun belum memenuhi target KPU
Kota Semarang yang ditetapkan di atas 77%.
Oleh karena itu, strategi sosialisasi perlu
diperkuat melalui pendekatan yang lebih adaptif,
berbasis data, berkelanjutan, dan inklusif, dengan
fokus pada wilayah berpartisipasi rendah,
pemilih bermobilitas tinggi, kelompok marginal,
dan penyandang disabilitas.

Pembahasan
1. Analisis Peran Sosialisasi yang Dilakukan oleh

KPU Kota Semarang dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024

Sosialisasi KPU Kota Semarang pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Semarang Tahun 2024 berperan dalam
meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan
partisipasi  pemilih melalui penyampaian
informasi kepemiluan serta pendidikan politik.
Materi sosialisasi meliputi tahapan pemilihan,
daftar pemilih, pasangan calon, lokasi TPS, tata
cara pencoblosan, ketentuan suara sah,
pencegahan politik uvang, dan literasi hoaks.
Pelaksanaannya didukung oleh koordinasi
berjenjang antara KPU, sekretariat, PPK, dan
PPS, serta kerja sama dengan pemerintah daerah,
lembaga pendidikan, organisasi masyarakat,
media, dan komunitas.

Strategi sosialisasi disusun secara
segmentatif berdasarkan karakteristik pemilih.
Pemilih pemula dijangkau melalui program KPU
Goes to School, KPU Goes to Pesantren, dan
KPU Goes to Campus, sedangkan perempuan,
lanjut usia, pekerja, dan penyandang disabilitas
memperoleh pendekatan yang disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing. Penentuan
wilayah prioritas juga didasarkan pada data
daftar pemilih tetap (DPT), tingkat partisipasi
sebelumnya, dan kondisi sosial masyarakat
sehingga pelaksanaan sosialisasi menjadi lebih
terarah.

KPU memanfaatkan pendekatan komunikasi
multisaluran melalui tatap muka, media cetak,
elektronik, media luar ruang, dan media digital,
seperti website, media sosial, WhatsApp, video,
serta podcast. Keragaman media memungkinkan
informasi menjangkau berbagai kelompok
pemilih sesuai pola komunikasi masing-masing.
Selain itu, simulasi pencoblosan, infografis,
contoh surat suara, dan diskusi interaktif
membantu meningkatkan pemahaman pemilih
serta mengurangi potensi suara tidak sah.

Pelaksanaan sosialisasi juga diperkuat
melalui kolaborasi dengan sekolah, perguruan
tinggi, organisasi keagamaan, organisasi
perempuan, tokoh masyarakat, media, serta
organisasi penyandang disabilitas. Kemitraan
tersebut memperluas jangkauan informasi
sekaligus meningkatkan aksesibilitas bagi
kelompok rentan, terutama penyandang
disabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah
pemilih yang menggunakan hak pilih pada
Pilwakot Semarang Tahun 2024 mencapai
903.477 dari 1.265.192 pemilih atau sebesar
71,41%, meningkat 2,79 poin persentase
dibandingkan Pilwakot Tahun 2020 (68,62%).
Meskipun demikian, capaian tersebut masih
berada di bawah target KPU Kota Semarang
sebesar lebih dari 77%. Peningkatan partisipasi
menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan
kontribusi positif, namun tidak menjadi satu-
satunya faktor penentu. Tingkat kompetisi
politik, mobilitas masyarakat, akses menuju TPS,
motivasi politik, serta kondisi sosial juga
memengaruhi  keputusan  pemilih  untuk
menggunakan hak pilih.

Secara keseluruhan, sosialisasi KPU Kota
Semarang dapat dinilai cukup efektif karena
mampu  memperluas akses informasi,
meningkatkan pemahaman pemilih, mengurangi
potensi kesalahan pencoblosan, serta mendorong
peningkatan partisipasi masyarakat. Namun,
efektivitas tersebut masih perlu diperkuat
melalui strategi yang lebih adaptif, berbasis data,
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berkelanjutan, dan inklusif, terutama bagi
wilayah dengan partisipasi rendah, pemilih
bermobilitas tinggi, dan kelompok rentan.

. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi
Tingkat Efektivitas Sosialisasi KPU Kota
Semarang dalam Mendorong Partisipasi
Pemilih pada Pilkada 2024

Efektivitas sosialisasi KPU Kota Semarang
dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Semarang Tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi
keragaman media, dukungan anggaran dan
sumber daya manusia, kualitas materi,
kompetensi petugas, koordinasi kelembagaan,
serta kerja sama lintas pihak. Sementara itu,
faktor eksternal mencakup karakteristik dan
mobilitas pemilih, tingkat motivasi dan
kepercayaan politik, hambatan administratif,
akses menuju TPS, serta pemahaman terhadap
tata cara pencoblosan.

KPU memanfaatkan berbagai saluran
komunikasi, seperti tatap muka, media cetak,
elektronik, media luar ruang, dan media digital
untuk menjangkau berbagai kelompok pemilih.
Keberagaman media memperluas  akses
informasi, namun
dipengaruhi oleh motivasi masyarakat dalam

efektivitasnya  tetap

menerima dan  memanfaatkan  informasi
kepemiluan. Pelaksanaan sosialisasi juga
didukung oleh koordinasi antara KPU,
sekretariat, PPK, dan PPS serta kolaborasi
dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan,
organisasi masyarakat, media, dan komunitas.
Meski demikian, keterbatasan waktu, jumlah
petugas, dan padatnya tahapan Pilkada
menyebabkan intensitas sosialisasi belum merata
di seluruh wilayah.

Kualitas materi dan kompetensi petugas
berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman
pemilih. Penyampaian materi melalui bahasa
sederhana, infografis, video, contoh surat suara,
dan simulasi pencoblosan membantu masyarakat
memahami prosedur pemungutan suara serta
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mengurangi potensi suara tidak sah. Namun,
kelompok lanjut usia, masyarakat dengan literasi
rendah, dan penyandang disabilitas masih
memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih
adaptif dan aksesibel.

Faktor  eksternal turut —memengaruhi
efektivitas sosialisasi. Mobilitas masyarakat
perkotaan, kesibukan kerja, rendahnya motivasi
politik, sikap apatis, hambatan administrasi, serta
keterbatasan akses menuju TPS menjadi kendala
yang menyebabkan sebagian pemilih tidak
menggunakan hak pilih meskipun telah
memperoleh informasi. Oleh karena itu,
sosialisasi perlu dipadukan dengan pesan yang
lebih persuasif, penguatan literasi politik, serta
penyediaan layanan informasi yang mudah
diakses.

Data penelitian menunjukkan bahwa tingkat
partisipasi pemilih meningkat dari 68,62% pada
Pilwakot Tahun 2020 menjadi 71,41% pada
Tahun 2024 atau naik sebesar 2,79 poin
persentase. Meskipun menunjukkan kontribusi
positif sosialisasi, capaian tersebut masih berada
di bawah target KPU Kota Semarang yang
ditetapkan di atas 77%. Temuan ini menunjukkan
bahwa sosialisasi telah berjalan cukup efektif,
tetapi masih memerlukan penguatan melalui
strategi yang lebih terarah, berbasis data, adaptif,
berkelanjutan, dan inklusif, terutama bagi
wilayah dengan partisipasi rendah serta
kelompok rentan.

4. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi KPU
Kota Semarang pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Semarang Tahun 2024 dapat dinilai cukup
efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran,
kesiapan, dan partisipasi masyarakat. Sosialisasi
dilaksanakan  secara  terencana,  berjenjang,
kolaboratif, segmentatif, dan inklusif melalui media
tatap muka, cetak, elektronik, luar ruang, serta digital.
KPU juga melibatkan PPK, PPS, lembaga
pendidikan, organisasi masyarakat, komunitas, tokoh
agama, media, dan kelompok penyandang disabilitas
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untuk memperluas jangkauan informasi. Pendekatan
tersebut membantu masyarakat memahami tahapan
pemilihan, tata cara mencoblos, penggunaan suara
yang sah, penolakan politik uang, dan pencegahan
hoaks. Tingkat partisipasi meningkat dari 68,62
persen pada Pilwalkot 2020 menjadi sekitar 71,41
persen pada Pilwalkot 2024, dengan 903.477 dari
1.265.192 pemilih menggunakan hak pilih. Namun,
capaian tersebut masih berada di bawah target KPU
yang ditetapkan di atas 77 persen. Efektivitas
sosialisasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan
sumber daya, mobilitas dan kesibukan masyarakat,
sikap apatis, rendahnya motivasi politik, hambatan
administrasi, akses menuju TPS, serta kurangnya
pemahaman teknis pemilih. Oleh karena itu, KPU
perlu memperkuat strategi sosialisasi yang lebih
masif, berbasis data, berkelanjutan, adaptif, dan
inklusif, terutama bagi wilayah berpartisipasi rendah,
pemilih dengan mobilitas tinggi, kelompok marginal,
lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
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